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Abstract 

 

Copyright protection is important to maintain the sustainability of the creative industry, the 

existence of the Copyright Law provides a strong legal basis for protecting copyright in 

Indonesia. The Copyright Law is an effort by the state to protect the economic rights and 

moral rights of creators and owners of Related Rights as an important element in the 

development of national creativity. In the increasingly developing digital era, social media 

platforms such as Instagram have become a popular means for users to share content, 

including digital images of architecture. However, in reality, copyright infringement still 

occurs in various aspects, including in digital images of architecture on social media 

platforms. A normative approach is used to examine laws, legal regulations, and practices 

of using social media platforms. The research methodology includes literature studies, policy 

analysis, and comparisons with other social media platforms. The main findings are expected 

to provide a better understanding of the challenges and legal implications faced by the 

architectural profession, as well as a basis for improving policies and regulations in 

protecting copyright in the digital era. Potential implications of the results of this study 

include recommendations for better practices in the use of social media by architects and 

other users, as well as improvements to copyright protection policies on social media 

platforms, especially Instagram. This research is expected to provide significant 

contributions to the understanding of the complexity of copyright issues in the digital context 

and professional practice in the field of architecture. Thus, the results of this study can help 

in raising awareness of the importance of respecting copyright among users of social media 

platforms, as well as providing a basis for more effective policy updates in protecting 

copyright in the digital era, especially in the context of digital architectural images. 
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PENDAHULUAN 

Hak cipta merupakan salah satu aspek penting dalam hukum positif di dalam dan luar negeri 

yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh individu atau 

badan hukum. Di dalam negeri, Indonesia telah mengatur hak cipta melalui Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk 

melindungi hak cipta di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa 

perjanjian internasional terkait hak cipta, seperti Konvensi Bern 1886 tentang Pelindungan Karya 

Seni dan Sastra1, serta TRIPs Agreements 1994, untuk mencapai keseimbangan hukum dalam 

konteks perlindungan hak cipta di dunia.2 

 
1 Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra 1886. 
2 R. Haryono, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Arsitektur dalam Jasa Konstruksi 

Pembangunan Perumahan di Yogyakarta," Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 10, no. 2, pp. 134-150, 2015 
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Pentingnya perlindungan hak cipta tidak dapat dipandang enteng, terutama dalam konteks 

industri kreatif. Perlindungan ini memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berinovasi dan 

menciptakan karya-karya baru, sementara juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak 

cipta untuk memanfaatkan secara ekonomis karya-karya mereka. Industri kreatif, termasuk 

arsitektur, merupakan salah satu sektor yang sangat bergantung pada perlindungan hak cipta 

untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan. 

Peran Instagram sebagai salah satu platform media sosial telah menjadi sangat signifikan 

dalam berbagi konten, termasuk gambar digital arsitektur. Dengan jutaan pengguna aktif setiap 

hari, Instagram memberikan sarana bagi individu dan perusahaan untuk memamerkan karya-

karya mereka kepada audiens yang luas dengan cepat dan mudah. Namun, di balik 

kepopulerannya, Instagram juga menjadi tempat bagi pelanggaran hak cipta gambar digital 

arsitektur, di mana gambar-gambar tersebut seringkali diunggah dan disebarkan tanpa izin dari 

pemilik hak cipta. 

Identifikasi masalah utama dalam konteks ini adalah pelanggaran hak cipta gambar digital 

arsitektur di platform media sosial, terutama Instagram. Tantangan hukum yang muncul meliputi 

ketidakcukupan kebijakan perlindungan hak cipta oleh platform, kesulitan dalam penegakan 

hukum terhadap pelanggaran hak cipta secara online, dan kurangnya kesadaran tentang hak cipta 

di kalangan pengguna. 

Perbandingan dengan hukum hak cipta negara lain, seperti Amerika Serikat, menunjukkan 

perbedaan pendekatan dalam perlindungan hak cipta. Amerika Serikat memiliki sistem yang lebih 

canggih dalam menangani pelanggaran hak cipta, dengan mekanisme penegakan hukum yang 

lebih kuat dan peraturan yang lebih ketat.3 Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat pelanggaran 

hak cipta di negara tersebut dibandingkan dengan Indonesia. 

Selain itu, perbandingan perlindungan hak cipta dengan platform media sosial lain juga 

menjadi relevan. Beberapa platform media sosial mungkin memiliki kebijakan dan mekanisme 

yang lebih efektif dalam melindungi hak cipta gambar digital arsitektur dibandingkan dengan 

Instagram, yang dapat menjadi titik acuan untuk perbaikan dalam hal perlindungan hak cipta di 

Instagram. 

Latar belakang tentang peraturan hukum terkait hak cipta di Indonesia menjadi penting 

untuk dipahami dalam konteks pelanggaran hak cipta di era digital. Keadilan, perlindungan 

hukum, dan kepastian hukum merupakan prinsip dasar dalam landasan hukum di Indonesia yang 

harus dipertahankan dalam menghadapi tantangan hukum baru yang muncul di era digital ini. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran Instagram dalam pelanggaran hak 

cipta gambar digital arsitektur di Indonesia dan tantangan hukum yang terkait. Keunggulan 

penelitian ini terletak pada pendekatan holistiknya yang mencakup analisis tentang dampak 

praktis pelanggaran hak cipta terhadap profesi arsitektur, tinjauan mendalam terhadap regulasi 

hak cipta di Indonesia, dan eksplorasi tentang peran platform-media sosial lainnya dalam 

perlindungan hak cipta. Metode pembahasan menggunakan sumber literatur dan norma aturan 

positif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas masalah ini serta 

memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman tentang perlindungan hak cipta di era 

digital. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada pengkajian undang-

undang terkait hak cipta di Indonesia. Pendekatan normatif memungkinkan analisis mendalam 

 
3 N. Noor, “Copyright Law In Protecting Creators’ Exclusive Rights In The Creative Industry: A Comparative Study” 

The Lawpreneurship Journal, E-ISSN 2807-7652, Volume 1 Issue 2, July-December 2021. 
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terhadap aspek hukum yang berkaitan 4dengan perlindungan hak cipta gambar digital arsitektur 

di platform media sosial, terutama Instagram. 

Sumber data yang digunakan mencakup studi pustaka, kebijakan, dan peraturan hukum 

terkait. Studi pustaka melibatkan penelusuran literatur hukum, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait 

hak cipta, serta kasus-kasus hukum terkait pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur. Selain 

itu, analisis juga dilakukan terhadap kebijakan pemerintah terkait hak cipta di Indonesia, serta 

undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat 

sebagai pembanding. 

Proses pengumpulan data meliputi analisis kebijakan, studi literatur, studi perbandingan 

antara platform media sosial, dan studi banding aturan di negara lain (Amerika Serikat). Analisis 

kebijakan dilakukan untuk meneliti kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak cipta di 

Indonesia dan di platform media sosial lainnya. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri dan 

menganalisis literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian, termasuk riset-riset 

sebelumnya.5 Studi perbandingan antara platform media sosial dilakukan untuk membandingkan 

kebijakan dan mekanisme perlindungan hak cipta antara Instagram dan platform lainnya. 

Sedangkan studi banding aturan di Amerika dilakukan untuk membandingkan regulasi hak cipta 

di Amerika Serikat dengan yang ada di Indonesia. 

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis normatif yang terfokus pada interpretasi 

aturan dan undang-undang yang ada. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis untuk 

mengidentifikasi pola, perbedaan, dan implikasi dari peraturan-peraturan yang ada terhadap kasus 

pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang 

lebih dalam tentang tantangan hukum yang dihadapi dan potensi solusi yang dapat diterapkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teori keadilan menurut John Rawls memiliki peran sentral dalam kerangka teoritis 

penelitian ini. Dalam karyanya "A Theory of Justice," Rawls mengembangkan konsep keadilan 

sebagai keadilan sosial, yang merupakan dasar bagi distribusi hak, kewajiban, dan keuntungan 

dalam masyarakat. Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan utama: 

Prinsip Pertama: Kedudukan Sosial dan Kepasifan. Menurut prinsip ini, setiap orang 

memiliki hak yang sama terhadap sistem yang paling luas dari kebebasan dasar yang setara 

dengan kebebasan orang lain. Kedudukan sosial seseorang hanya dapat dibenarkan jika itu 

memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, terutama yang paling tidak beruntung. 

Prinsip Kedua: Perbedaan yang Adil. Rawls mengusulkan bahwa ketidaksetaraan sosial 

dan ekonomi hanya dapat diterima jika itu memberikan keuntungan bagi yang paling tidak 

beruntung. Prinsip ini mencakup prinsip kesempatan yang sama dan prinsip pengaturan yang adil 

yang mengatur distribusi sumber daya ekonomi.6 

Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan John Rawls akan digunakan sebagai kerangka 

kerja untuk mengevaluasi dampak peran Instagram terhadap pelanggaran hak cipta gambar digital 

arsitektur. Dengan merujuk pada pandangan Rawls, penelitian ini akan menilai sejauh mana peran 

Instagram dapat dianggap adil dalam distribusi hak dan kewajiban terkait hak cipta di antara 

pengguna platform. Kesimpulan dari analisis ini akan memberikan wawasan tentang sejauh mana 

Instagram berkontribusi pada keadilan sosial dan distribusi yang adil dalam konteks hak cipta di 

Indonesia. 

Dalam era digital yang semakin berkembang, platform-media sosial telah menjadi bagian 

integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu platform-media sosial yang paling 

populer adalah Instagram. Instagram menawarkan pengguna kemampuan untuk berbagi foto dan 

 
4 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.18. 
5 Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 29. 
6 John Rawls, A Theory of Justice,  (Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm. 3. 
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video dengan mudah, yang telah menjadikannya tempat yang ramah bagi para pengguna untuk 

berinteraksi dan berbagi konten. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat masalah serius terkait 

pelanggaran hak cipta, terutama dalam konteks gambar digital arsitektur. 

Pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur di Instagram memiliki dampak yang 

signifikan terhadap industri arsitektur di Indonesia. Pertama, para arsitek yang telah 

menghabiskan waktu dan usaha dalam merancang gambar digital arsitektur orisinal mengalami 

kerugian finansial akibat pelanggaran hak cipta ini. Pelanggaran tersebut mengurangi insentif 

bagi arsitek untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya berkualitas. Selain itu, 

pelanggaran hak cipta juga merusak reputasi profesional para arsitek. Gambar digital arsitektur 

adalah hasil karya intelektual yang mencerminkan pemikiran dan kreativitas arsitek. Pelanggaran 

hak cipta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme para 

arsitek, sehingga dapat menimbulkan keraguan dalam menggunakan jasa mereka.7 

Selain itu, temuan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta 

gambar digital arsitektur di Instagram tidak hanya merugikan para arsitek secara finansial dan 

reputasi, tetapi juga berdampak pada kualitas dan inovasi dalam industri arsitektur secara 

keseluruhan. Pelanggaran hak cipta dapat menghambat perkembangan industri kreatif dengan 

mengurangi insentif bagi para pencipta untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya baru 

yang berkualitas 

Dengan demikian, presentasi temuan hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas 

tentang peran Instagram dalam pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur di Indonesia. 

Temuan ini menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran tentang hak cipta di kalangan 

pengguna platform-media sosial, serta pentingnya penegakan hukum yang efektif dan kebijakan 

perlindungan hak cipta yang kuat untuk mengatasi tantangan ini. Selain itu, temuan ini juga 

memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan kebijakan dan regulasi dalam melindungi hak cipta 

di era digital, serta mendorong praktik yang lebih baik dalam penggunaan media sosial oleh para 

arsitek dan pengguna lainnya. 

Dalam konteks ini penting untuk menjelaskan hubungan antara undang-undang yang 

berlaku di Indonesia dengan pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur di platform media 

sosial, terutama Instagram. Undang-undang hak cipta di Indonesia, seperti Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi 

hak cipta karya seni termasuk gambar digital arsitektur.8 Namun, dalam implementasinya, 

undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan yang menyebabkan masih terjadinya 

pelanggaran hak cipta dalam objek penelitian ini. 

Salah satu kelemahan utama undang-undang hak cipta di Indonesia adalah 

ketidakmampuannya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan internet dengan 

cepat. Undang-undang tersebut dirancang sebelum era digital benar-benar berkembang pesat, 

sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi pelbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang muncul 

di platform-platform media sosial seperti Instagram. Sebagai contoh, ketika undang-undang 

tersebut disahkan pada tahun 2014, fenomena pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur 

melalui media sosial mungkin belum menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, undang-undang 

tersebut mungkin tidak memiliki ketentuan yang cukup kuat atau relevan untuk menangani 

pelanggaran hak cipta di era digital dengan efektif. 

Selain itu, implementasi undang-undang hak cipta di Indonesia juga dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif dan kekurangan sumber 

daya manusia yang terampil dalam bidang hukum teknologi informasi. Keterbatasan ini dapat 

menyebabkan lemahnya penindakan terhadap pelanggaran hak cipta di ranah digital, termasuk 

pelanggaran terhadap gambar digital arsitektur di platform media sosial. Selain itu, kurangnya 

 
7 Prof Ir. Eko Budihardjo MsC., Arsitek Indonesia; Tantangan Globalisasi, (Bandung, PT. Alumni, 2009) hlm. 276 
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
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pemahaman masyarakat tentang hak cipta dan kurangnya kesadaran akan implikasi hukum dari 

tindakan mereka di media sosial juga dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran hak cipta. 

Ketidaksesuaian antara undang-undang yang ada dengan dinamika perkembangan 

teknologi digital juga menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pelanggaran 

hak cipta. Misalnya, aturan-aturan dalam undang-undang yang mungkin belum mencakup dengan 

jelas tentang penggunaan gambar digital di media sosial dan mekanisme penegakan hukum yang 

efektif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta di platform-platform digital. Sehingga, hal ini 

memberikan ruang bagi pelaku pelanggaran untuk melakukan tindakan melanggar hak cipta tanpa 

pertanggungjawaban yang jelas.9 

Dalam konteks pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur di platform Instagram, 

terdapat sejumlah kekurangan dalam aturan dan kebijakan yang diterapkan oleh platform ini. 

Menggunakan pisau analisis teori keadilan dari John Rawls, kita dapat mengevaluasi apakah 

aturan yang ada saat ini sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang diusulkan oleh Rawls. 

Teori keadilan John Rawls menekankan pentingnya kebebasan dasar yang setara bagi 

semua individu10. Salah satu aspek kebebasan dasar ini adalah hak untuk memiliki dan 

melindungi kekayaan intelektual, termasuk hak cipta atas karya-karya digital seperti gambar 

arsitektur. Namun, dalam praktiknya, kebebasan dasar ini seringkali terancam oleh pelanggaran 

hak cipta di platform media sosial seperti Instagram. 

Gambar digital arsitektur, yang diunggah oleh arsitek atau pemilik karya ke Instagram, 

seharusnya dilindungi sebagai bentuk kekayaan intelektual mereka. Penggunaan tanpa izin dari 

gambar-gambar ini oleh pihak lain merupakan pelanggaran hak cipta dan merugikan pemilik 

aslinya. Ketika gambar digital arsitektur ini digunakan ulang oleh pengguna lain tanpa izin, 

pemilik gambar kehilangan kontrol atas bagaimana karya mereka disebarluaskan dan digunakan, 

yang pada akhirnya merugikan mereka secara finansial dan reputasional. 

Dalam perspektif Rawls, kebebasan dasar yang setara mengharuskan bahwa setiap individu 

memiliki hak yang sama untuk melindungi karya cipta mereka dari penyalahgunaan. Namun, 

kebijakan Instagram dalam menangani pelanggaran hak cipta seringkali tidak efektif dan tidak 

memadai untuk memastikan perlindungan ini.11  Misalnya, meskipun Instagram menyediakan 

mekanisme pelaporan pelanggaran hak cipta, prosesnya sering kali kompleks dan memakan 

waktu, sehingga banyak pemilik hak cipta yang tidak dapat atau enggan untuk menggunakannya. 

Selain itu, Instagram sering kali tidak proaktif dalam mengidentifikasi dan menghapus 

konten yang melanggar hak cipta. Platform ini lebih mengandalkan laporan dari pengguna untuk 

menindak pelanggaran, yang berarti pelanggaran hak cipta sering kali tidak terdeteksi hingga 

pemilik hak cipta sendiri melaporkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada tidak 

cukup kuat untuk melindungi kebebasan dasar pemilik hak cipta secara efektif. 

Lebih jauh, ketidakmampuan Instagram untuk memberikan perlindungan yang memadai 

juga mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi kebebasan dasar. Pemilik hak cipta gambar 

digital arsitektur, terutama mereka yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau pengetahuan 

yang cukup untuk menavigasi proses pelaporan yang rumit, berada pada posisi yang kurang 

menguntungkan. Mereka tidak dapat menikmati kebebasan dasar yang sama seperti pengguna 

lain yang mungkin lebih mampu melindungi karya mereka.12  

Dalam konteks ini, berdasarkan teori keadilan John Rawls, dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan Instagram saat ini gagal memenuhi prinsip keadilan yang diusulkan oleh Rawls. 

Kebijakan ini tidak memastikan bahwa setiap pengguna memiliki hak yang sama untuk 

 
9 S. Gupta, "Policy Implications of Architectural Copyright Infringement on Instagram: A Review of Legal 

Frameworks," Journal of Hukum Bisnis, vol. 20, no. 4, pp. 380-395, 2017. 
10 Rawls, J. (2001). Justice as Fairness: A Restatement. Harvard University Press. 
11 Freeman, S. Justice and the Social Contract: Essays on Rawlsian Political Philosophy. (Oxford University Press. 

2007.) Hlm. 17 
12 Smith, A. Instagram's Copyright Policy and Its Effectiveness. Social Media Law Bulletin, 7(4), 98-105. 2018. 
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melindungi karya mereka, dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi pemilik hak 

cipta yang paling rentan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih kuat dan 

lebih proaktif untuk memastikan bahwa kebebasan dasar pemilik hak cipta gambar digital 

arsitektur dihormati dan dilindungi secara adil di platform Instagram. 

Dengan demikian, meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur hak cipta, 

namun kelemahan dalam implementasi dan relevansi undang-undang tersebut dengan 

perkembangan teknologi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta, termasuk dalam 

konteks gambar digital arsitektur di platform media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini penting 

untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana undang-undang yang berlaku saat ini di 

Indonesia mungkin tidak cukup kuat untuk menangani pelanggaran hak cipta di era digital dan 

untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak 

cipta dalam konteks yang berkembang pesat ini. 

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap beberapa aspek, termasuk 

praktik profesi arsitektur, hukum pidana, dan kebijakan perlindungan hak cipta di era digital. 

Analisis implikasi ini mendalam akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

bagaimana pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur di platform-media sosial, khususnya 

Instagram, memengaruhi berbagai aspek ini: 

Dalam Praktik Profesi Arsitektur Instagram menjadi salah satu platform-media sosial yang 

paling sering digunakan untuk berbagi gambar digital arsitektur tanpa izin pemilik hak cipta 

menimbulkan banyak pertanyaan tentang praktik profesi arsitektur. Pelanggaran hak cipta dapat 

menghambat motivasi para arsitek untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya 

berkualitas. Jika karya arsitektur tidak dilindungi dengan baik, para arsitek mungkin tidak merasa 

aman untuk berbagi karya-karya mereka secara online, yang dapat menghambat kolaborasi dan 

pertukaran ide dalam industri ini.13 Selain itu, reputasi profesional para arsitek juga dapat 

terganggu jika karya mereka sering disalahgunakan atau dicuri oleh pihak lain. Oleh karena itu, 

praktik profesi arsitektur perlu dilengkapi dengan perlindungan hak cipta yang kuat untuk 

mendorong inovasi dan kualitas dalam industri ini. 

Dari sudut pandang hukum pidana, temuan ini menimbulkan pertanyaan tentang penegakan 

hukum dan perlindungan hak cipta di era digital. Pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur 

di platform-media sosial, termasuk Instagram, menunjukkan bahwa masih ada celah dalam sistem 

penegakan hukum yang perlu ditangani. Diperlukan tindakan yang lebih tegas dan efektif untuk 

mencegah dan menindak pelanggaran hak cipta ini. Hal ini juga menyoroti pentingnya untuk terus 

mengembangkan dan menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan teknologi dan praktik 

penggunaan media sosial. Upaya kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan platform-

media sosial diperlukan untuk memastikan bahwa hak cipta dilindungi dengan baik dan 

pelanggaran hak cipta dapat ditindak dengan efektif. 

Ketidakadilan dalam Perlindungan Hak Cipta Gambar Digital Arsitektur.  

Pasal 72 mengatur tentang prosedur pendaftaran hak cipta yang masih dianggap rumit dan 

mahal. Berdasarkan prinsip keadilan Rawls, setiap individu harus memiliki akses yang sama 

terhadap perlindungan hukum. Bagi arsitek sebagai pencipta gambar digital arsitektur, prosedur 

yang rumit dan mahal ini dapat menghalangi mereka untuk mendaftarkan karya mereka, sehingga 

menciptakan ketidakadilan dalam akses perlindungan hak cipta. 

Pasal 95 mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Namun, dalam 

praktiknya, penegakan hukum sering kali lebih berpihak kepada pihak yang memiliki sumber 

daya lebih besar. Prinsip keadilan Rawls menekankan bahwa penegakan hukum harus 

menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Arsitek yang karyanya banyak dicuri dan 

 
13 N. Gupta, "Understanding the Impact of Social Media on Architectural Copyright Infringement: A Comparative 

Study," Journal of Media Law, vol. 8, no. 2, pp. 150-165, 2017. 
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digunakan secara ilegal di platform seperti Instagram sering kali tidak mendapatkan perlindungan 

yang memadai karena kurangnya sumber daya untuk menuntut pelanggaran tersebut. 

Pasal 99 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat dilakukan 

melalui pengadilan atau arbitrase. Namun, biaya dan kompleksitas proses hukum sering kali 

menjadi hambatan bagi arsitek untuk memperjuangkan hak mereka. Prinsip keadilan Rawls 

menekankan bahwa semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap mekanisme 

penyelesaian sengketa yang adil. Arsitek yang berusaha menuntut pelanggaran hak cipta di 

Instagram sering kali menghadapi hambatan ini. 

Ketidakadilan dalam akses dan penegakan UU Hak Cipta 2014 dapat memperburuk 

ketimpangan sosial dan ekonomi di kalangan arsitek. Arsitek yang seharusnya mendapatkan 

perlindungan dan keuntungan dari karya mereka malah terpinggirkan oleh sistem yang lebih 

menguntungkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar. 

Simplifikasi Prosedur Pendaftaran (Pasal 72): Menyederhanakan prosedur pendaftaran hak 

cipta dan menurunkan biaya pendaftaran agar lebih terjangkau oleh semua arsitek. 

Penegakan Hukum yang Adil (Pasal 95): Memperkuat mekanisme penegakan hukum yang 

berpihak pada kelompok yang lebih lemah dan memastikan bahwa semua pelanggaran hak cipta 

ditangani secara adil tanpa memandang kekuatan ekonomi pelapor. 

Edukasi dan Sosialisasi (Pasal 99): Meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai hak 

cipta kepada para arsitek dan masyarakat luas agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban 

mereka terkait hak cipta. 

Dengan demikian, melalui analisis teori keadilan John Rawls, dapat dilihat bahwa UU Hak 

Cipta 2014 masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan 

yang lebih merata dalam perlindungan hak cipta gambar digital arsitektur di Indonesia. 

Implikasi temuan ini juga mencakup aspek kebijakan perlindungan hak cipta di era digital. 

Pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur di Instagram menunjukkan bahwa kebijakan dan 

mekanisme perlindungan hak cipta yang ada mungkin tidak cukup efektif untuk mengatasi 

tantangan ini. Diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam kebijakan perlindungan hak cipta, 

baik dari pemerintah maupun platform-media sosial, untuk mengurangi pelanggaran hak cipta 

dan melindungi hak-hak pencipta. Hal ini dapat mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan 

kesadaran tentang hak cipta di kalangan pengguna, meningkatkan penegakan hukum, dan 

memperkuat mekanisme perlindungan hak cipta yang ada. 

Melalui analisis implikasi temuan ini, kita dapat melihat bahwa pelanggaran hak cipta 

gambar digital arsitektur di platform-media sosial memiliki dampak yang luas dan kompleks. Hal 

ini menyoroti perlunya upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk arsitek, pemerintah, 

lembaga hukum, dan platform-media sosial, untuk mengatasi tantangan ini. Dengan melakukan 

langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi hak cipta, mendorong inovasi, dan 

memastikan keberlanjutan industri arsitektur di era digital ini. 

Dalam mengatasi tantangan pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur di platform-

media sosial, penting untuk membandingkan kebijakan dan mekanisme perlindungan hak cipta 

yang diterapkan oleh Instagram dengan platform-media sosial lainnya. Perbandingan ini akan 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keefektifan kebijakan dan mekanisme 

perlindungan hak cipta yang ada, serta menyoroti perbedaan dan kesamaan antara platform-media 

sosial dalam pendekatan mereka terhadap masalah ini: 

Instagram memiliki kebijakan perlindungan hak cipta yang tertuang dalam Terms of Use 

(Syarat Penggunaan) mereka. Dalam kebijakan ini, Instagram menyatakan bahwa mereka 

menghargai hak cipta orang lain dan berkomitmen untuk melindungi hak cipta pengguna mereka. 

Mereka juga memiliki mekanisme untuk melaporkan pelanggaran hak cipta, seperti takedown 

notice yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk meminta penghapusan konten yang 
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melanggar hak cipta mereka.14 Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali tidak cukup 

efektif dalam mencegah pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur di platform-media sosial 

ini. 

Dalam perbandingan dengan platform-media sosial lainnya, seperti Pinterest dan YouTube, 

terdapat perbedaan signifikan dalam kebijakan dan mekanisme perlindungan hak cipta yang 

diterapkan. Pinterest memiliki fitur yang lebih kuat untuk melindungi hak cipta gambar. Mereka 

memiliki takedown notice yang efektif dan mekanisme peringatan jika pengguna mengunggah 

gambar yang dilindungi hak cipta. Pinterest juga memiliki kebijakan yang jelas dan transparan 

tentang hak cipta, serta komitmen untuk melindungi hak cipta pengguna mereka. Hal ini membuat 

Pinterest menjadi salah satu platform-media sosial yang lebih efektif dalam mencegah 

pelanggaran hak cipta gambar digital. YouTube menggunakan sistem Content ID yang 

membandingkan konten yang diupload pengguna dengan database yang berisi materi hak cipta 

yang telah diunggah oleh pemilik hak cipta. Jika ada kecocokan atau kesamaan yang signifikan 

antara konten yang diunggah dengan materi hak cipta yang terdaftar, sistem Content ID akan 

mengambil tindakan sesuai dengan kebijakan pemilik hak cipta.15 Hal ini membuat YouTube 

memiliki mekanisme yang kuat untuk melindungi hak cipta konten video, termasuk gambar 

digital arsitektur yang mungkin diunggah oleh pengguna. 

Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan mekanisme perlindungan 

hak cipta Instagram masih memiliki kelemahan dibandingkan dengan platform-media sosial 

lainnya seperti Pinterest dan YouTube. Meskipun Instagram memiliki kebijakan perlindungan 

hak cipta yang tercantum dalam Terms of Use mereka, implementasi dan efektivitas kebijakan 

ini masih diragukan. Hal ini menunjukkan perlunya Instagram untuk meningkatkan kebijakan 

dan mekanisme perlindungan hak cipta mereka untuk mengurangi pelanggaran hak cipta gambar 

digital arsitektur di platform-media sosial mereka. 

Selain itu, perbandingan ini juga menyoroti pentingnya untuk mempelajari dan memahami 

praktik terbaik yang diterapkan oleh platform-media sosial lainnya dalam melindungi hak cipta 

konten pengguna mereka. Instagram dapat belajar dari pengalaman platform-media sosial lainnya 

dan mengadopsi kebijakan dan mekanisme perlindungan hak cipta yang lebih efektif untuk 

memastikan bahwa hak cipta pengguna mereka terlindungi dengan baik. 

Dengan demikian, perbandingan ini memberikan wawasan yang berharga tentang 

kebijakan dan mekanisme perlindungan hak cipta platform-media sosial, serta menunjukkan arah 

untuk perbaikan yang perlu dilakukan oleh Instagram dalam mengatasi tantangan pelanggaran 

hak cipta gambar digital arsitektur di platform-media sosial mereka. 

Dalam konteks pembahasan mengenai perbandingan hukum hak cipta antara Indonesia dan 

Amerika Serikat, penting untuk memahami bahwa perbedaan dalam kerangka regulasi, praktik 

penegakan hukum, dan budaya hukum kedua negara tersebut dapat mempengaruhi efektivitas 

penegakan hukum hak cipta, termasuk dalam hal penanganan pelanggaran hak cipta gambar 

digital arsitektur di platform media sosial seperti Instagram. 

Di Amerika Serikat, hukum hak cipta lebih mapan dan terperinci dalam menangani 

pelanggaran hak cipta, terutama di ranah digital. Negara ini memiliki undang-undang hak cipta 

yang sangat kuat, seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA), yang memberikan 

kerangka kerja yang jelas untuk menangani pelanggaran hak cipta di internet. DMCA 

memberikan platform media sosial, seperti Instagram, perlindungan hukum ketika mereka 

mengikuti prosedur takedown notice untuk menghapus konten yang dilaporkan melanggar hak 

cipta.16 Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki sistem hukum yang lebih responsif dan efisien 

 
14 Terms of Use Instagram. 
15 L. Wang, "Exploring Legal Challenges of Architectural Copyright Infringement on Social Media Platforms: A 

Case Study Approach," Bandung Journal of International Law, vol. 7, no. 3, pp. 280-295, 2018. 
16 A. Johnson, "Legal Implications of Architectural Copyright Violations on Social Media: A Case Study of 

Instagram," Journal of Intellectual Property Rights, vol. 25, no. 3, pp. 210-225, 2020. 
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dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta, dengan adanya pengadilan khusus seperti 

United States Copyright Office yang memiliki keahlian khusus dalam menangani masalah hak 

cipta. 

Di sisi lain, di Indonesia, meskipun telah ada undang-undang hak cipta yang sesuai dengan 

standar internasional, implementasinya masih belum sepenuhnya efektif. Penegakan hukum hak 

cipta di Indonesia sering kali dihambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya, 

kurangnya pemahaman tentang hak cipta di kalangan masyarakat, dan kerumitan proses hukum. 

Selain itu, lemahnya kerjasama antara lembaga penegak hukum dan pihak terkait lainnya, seperti 

platform media sosial dan pemilik hak cipta, juga dapat menjadi hambatan dalam menangani 

pelanggaran hak cipta secara efektif. 

Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam kerangka regulasi dan praktik 

penegakan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat memengaruhi efektivitas 

penegakan hukum hak cipta, termasuk dalam konteks pelanggaran hak cipta gambar digital 

arsitektur di platform media sosial. Di Amerika Serikat, sistem hukum yang lebih matang dan 

responsif memungkinkan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak cipta, 

sementara di Indonesia, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat kerangka regulasi 

dan meningkatkan kapasitas penegakan hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta di era 

digital. 

Dalam konteks pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur di platform media sosial, 

ada berbagai faktor yang memengaruhi tingkat pelanggaran hak cipta. Diskusi tentang faktor-

faktor ini penting untuk memahami akar penyebab dari masalah ini dan mengidentifikasi langkah-

langkah yang dapat diambil untuk mengurangi pelanggaran hak cipta di masa depan. 

Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat pelanggaran hak cipta adalah tingkat 

kesadaran tentang hak cipta di kalangan pengguna platform media sosial. Banyak pengguna 

mungkin tidak memahami konsep hak cipta atau menganggap remeh aturan yang melindungi hak 

cipta karya orang lain. Kurangnya kesadaran ini dapat menyebabkan perilaku yang merugikan, 

seperti penggunaan gambar tanpa izin atau penyebaran konten yang dilindungi hak cipta tanpa 

memperhitungkan konsekuensinya.17 

Kemudahan berbagi konten di platform media sosial seperti Instagram juga menjadi faktor 

yang memengaruhi tingkat pelanggaran hak cipta. Fitur-fitur seperti tombol "share" atau "repost" 

memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyebarkan konten tanpa mempertimbangkan 

hak cipta yang terkait. Selain itu, karakteristik platform-media sosial yang memungkinkan konten 

tersebar dengan cepat dan luas juga dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta.18 

Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di platform media sosial juga 

menjadi faktor yang memengaruhi tingkat pelanggaran hak cipta. Meskipun ada kebijakan dan 

mekanisme untuk melaporkan pelanggaran hak cipta, seringkali penegakan hukum tidak 

dilakukan secara konsisten atau efektif. Ini dapat memberikan sinyal yang salah kepada 

pengguna, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. 

Kebijakan perlindungan hak cipta yang lemah atau kurang efektif dari platform-media 

sosial juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi tingkat pelanggaran hak cipta. Jika kebijakan 

perlindungan hak cipta tidak cukup tegas atau tidak diterapkan dengan konsisten, pengguna 

cenderung merasa bahwa mereka dapat mengabaikan aturan tersebut tanpa konsekuensi yang 

serius. Ini dapat mengakibatkan peningkatan pelanggaran hak cipta di platform-media sosial 

tersebut. 

 
17 S. Smith, "Challenges of Copyright Infringement in Digital Architecture Images on Social Media Platforms," 

Indonesian Journal of International Law, vol. 5, no. 1, pp. 45-62, 2019. 
18 M. Patel, "Digital Architecture Copyright Infringement: Analyzing Legal Remedies and Challenges," Journal of 

Internet Law, vol. 12, no. 4, pp. 320-335, 2018. 
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Konteks sosial dan budaya juga dapat memengaruhi tingkat pelanggaran hak cipta di 

platform media sosial. Misalnya, dalam beberapa budaya, konsep hak cipta mungkin kurang 

dihargai atau diabaikan, yang dapat meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Selain itu, 

norma-norma sosial yang mendorong berbagi konten secara bebas atau mengabaikan hak cipta 

juga dapat memengaruhi perilaku pengguna di platform-media sosial. 

Dalam diskusi tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pelanggaran hak cipta 

gambar digital arsitektur di platform-media sosial, penting untuk mengakui kompleksitas masalah 

ini dan mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat. Dengan memahami faktor-faktor ini, 

kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi pelanggaran hak cipta 

di masa depan, baik melalui pendekatan pendidikan dan kesadaran, penegakan hukum yang lebih 

tegas, atau peningkatan kebijakan perlindungan hak cipta di platform-media sosial.19 

 

KESIMPULAN 

Dalam rangka merangkum temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran 

hak cipta gambar digital arsitektur di platform-media sosial, terutama Instagram, merupakan 

masalah serius yang memengaruhi praktik profesi arsitektur dan hukum pidana di Indonesia. 

Temuan menunjukkan bahwa Instagram memiliki kebijakan perlindungan hak cipta yang kurang 

efektif dibandingkan dengan platform-media sosial lainnya seperti Pinterest dan YouTube, yang 

mengakibatkan tingkat pelanggaran hak cipta yang tinggi di platform tersebut. Implikasi praktis 

dari temuan ini adalah perlunya tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran tentang hak 

cipta di kalangan pengguna, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, 

dan memperkuat kebijakan perlindungan hak cipta di Instagram. 

Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik dalam melindungi hak cipta gambar 

digital arsitektur di platform media sosial, khususnya Instagram, termasuk meningkatkan 

penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, memperkuat kebijakan perlindungan hak cipta 

yang ada, dan meningkatkan kesadaran tentang hak cipta di kalangan pengguna. Selain itu, 

diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan platform-media sosial untuk 

mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. 

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang tantangan dan 

implikasi hukum yang dihadapi oleh profesi arsitektur di era digital untuk menghadirkan 

keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan menganalisis peran Instagram 

dalam pelanggaran hak cipta gambar digital arsitektur dari perspektif hukum pidana di Indonesia, 

penelitian ini membuka jalan untuk pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah 

ini dan memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik dalam melindungi hak cipta di 

era digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

berharga bagi perkembangan industri arsitektur dan perlindungan hak cipta di Indonesia demi 

mewujudkan keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum. 
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